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BUPATI KAPUAS HULU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : bahwa adanya perubahan nomenklatur Perangkat 
Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
dan perubahan beberapa ketentuan dalam dan 
perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
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Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
30 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 30) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

L Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupateen Kapuas Hulu. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD 
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di 
Bidang Pendapatan Daerah. 

6. Kepala BKD adalah Kepala SKPD yang membidangi 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu 
di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah instansi yang membidangi Pendapatan Daerah. 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak 
atas penyelenggaraan hiburan. 
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13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran. 

14. Hiburan Insidentil adalah hiburan yang diselenggarakan 
secara insidentil atau tidak tetap dengan menggunakan 
Tanda Masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam 
acara menjelang pergantian tahun baru. 

15. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya 
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya. 

16. Tanda masuk atau tiket atau karcis adalah suatu tanda atau 
alat sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat 
dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau 
menikmati hiburan. 

17. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah 
nillai jua l yang tercantum pada tanda masuk yang harus 
dibayar oleh penonton atau pengunjung. 

18. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat 
disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya 
diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada 
penyelenggara hiburan. 

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati 
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat dalam masa pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 
perpajakan daerah. 

2 1 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

5 



penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada Bank yang ditetapkan. 

24. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau 
usahanya ke SKPD Kabupaten Kapuas Hulu. 

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wjaib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 
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30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

3 1 . Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kaputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

34. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang 
dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undang perpajakan yang berlaku. 

35. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 

36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
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tahun pajak tersebut. 

37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi 
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan 
menegakkan ketentuan peraturan perundang-undang 
perpajakan daerah. 

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan 
pajak yang dilaksanakan oleh ju ru sita Pajak kepada Wajib 
Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 
jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun 
Pajak. 

40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangka. 

4 1 . Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 
dan biaya penagihan pajak. 

42. Self-Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk 
menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. 

Ketentuan Pasal 7 huruf f dan huruf m diubah sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. pengenaan pajak untuk tontonan film ditetapkan sebesar 
10% (sepuluh persen); 
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b. pengenaan pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, 
busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
persen); 

c. pengenaan pajak untuk kontes kecantikan, binaraga dan 
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 

d. pengenaan pajak untuk pameran dan sejenisnya ditetapkan 
sebesar 8% (delapan persen); 

e. pengenaan pajak untuk diskotek, karaoke, klab malam dan 
sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); 

f. pengenaan pajak untuk permainan billyar, futsal, volley, bulu 
tangkis, tenis dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen); 

g. pengenaan pajak untuk permainan keterampilan/ 
ketangkasan/tv-game, video game, dan arena bermain anak 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 

h. pengenaan pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% 
(lima belas persen); 

i . pengenaan pajak untuk wisata permainan di atas air dan 
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 

j . pengenaan pajak untuk sirkus, akrobat dan sejenisnya 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 

k. pengenaan pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan 
sebesar 8% (delapan persen); 

L pengenaan pajak untuk mandi uap/spa ditetapkan sebesar 
10% (sepuluh persen); 

m. pengenaan pajak untuk pusat kebugaran (fitness center), 

sanggar senam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima 
belas persen); dan 

n. pengenaan pajak untuk balap kendaraan bermotor 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat 
yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 



(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangi oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa 
pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan 
pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak atas 
penyelenggaraan tempat hiburan. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai 
dengan masa pajak. 

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh 
pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh 
pada hari kerja berikutnya. 

Ketentuan Pasal 12 ayat (8) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, melalui Kepala SKPD dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB dalam hal: 

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (5) dan telah ditegur secara gtertulis tetapi tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran; dan 

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 
maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan; 

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
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penambahan jumlah pajak yang terutang; dan 

c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 
angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. 

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak 
dikenakan sanksi apabila Wajub Pajak melaporkan sendiri 
kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 
diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau 
tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak terutang. 
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(8) Kewajiban mengisi SPTPD dianggap tidak terpenuhi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, 
apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pajak. 

Pasal II 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

1 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tangga- !3 J^ni 2#1? 

BUB^»3|S^HULU, 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 14 J u n i 2019 

SEKRET/ 
^ J ^ ^ i J A B A T 

5*2 

AERAH <f£/yBUPATEN KAPUAS HULU, 

'SI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 
NOMOR 42 
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